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PEDOMAN TRANSLITERASI   
  
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif 
Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
 
 
ix 
 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
 
 
x 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
(ـَــــ) Fathah A A 
 (ِ ـــــ) Kasrah I I 
(  ْ  ) Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Żukira 
3. ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
 
 
xi 
 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ميق Qīla 
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3. لىقي Yaqūlu 
4. يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأاِةضوز Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحهط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbanā 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jalālu 
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7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤىنا An-Nau 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf  kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
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Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لىسزلاإِدحممِامو Wa mā Muḥammadun illā rasūl 
2 هيمناعناِبزِللهدمحنا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 هيقشاسناسيخىهنِاللهِنإو 
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
2 ناصيمناوِميكناِاىفوأف 
Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xvi 
 
KATA PENGANTAR 
 
Alhamdulillahirabbil‟alamin, dengan segala kepasrahan dan kerendahan 
hati, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala taufik dan 
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam 
semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan para 
sahabatnya yang telah menjadi jalan bagi umatnya dalam menempuh 
keselamatan fdan kebahagiaan dengan berbagai ilmu pengetahuan yang benar. 
Skripsi ini berjudul “ Etika Periklanan Dalam Perspektif Maslahah 
Mursalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999  Tentang Pelindungan 
Konsumen “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu 
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Jurusan 
Hukum Ekonomi Syariah, IAIN Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa muatan skripsi ini masih jauh dari sempurna, 
baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan 
kerterbatasan  pengertahuan, pengalaman dan kemampuan yang penulis 
miliki. Oleh karena itu, saran dan kritik menuju perbaikan sangat penulis 
harapkan. 
Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai tantangan dihadapi, namun 
berkat pertolongan Allah dan berbagai dorongan dari berbagai pihak akhirnya 
skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima 
kasih kepada para pihak yang telah membantu, diantaranya : 
1. Bapak  Prof. Dr. H. Mudofir Abdullah, S.Ag., M.Pd. selaku rektor IAIN 
Surakarta. 
2. Bapak Dr. M. Usman, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN 
Surakarta dan sekaligus pembimbing yang sudah  memberikan arahan 
dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir. 
3. Bapak Dr. Aris Widodo, MA selaku pembimbing akademik yang sudah 
memberikan nasihat dan arahannya selama ini. 
4. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Syariah yang sudah membimbing dan 
mendidik serta mengarahkan  selama ini. 
 
 
xvii 
 
5. Bapak / Ibu bagian akademik Fakultas Syariah yang sudah membantu 
semua proses untuk menyelesaikan skripsi. 
6. UPT Perpustakaan IAIN Surakarta yang sudah membantu dalam mencari 
buku-buku dan referensi yang dibutuhkan selama penulisan skripsi. 
7. Keluargaku, terutama untuk Bapak dan Ibu yang sudah membesarkan, 
mendidik dan mendoakan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan hingga 
saat ini. 
8. Teman-teman  Kelas B Hukum Ekonomi Syariah 2015 yang sudah 
bersama-sama selama empat tahun ini. 
9. Dan semua pihak yang terlibat dan membantu dalam penulisan skripsi ini 
yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. 
Harapan penulis, semoga semua pihak yang telah berjasa membantu dalam 
meyelesaikan studi dan skripsi mendapatkan balasan yang berlipatganda dari 
Allah SWT, amin. 
      Sukoharjo, 27 Juni 2019 
 
 
       Lia Erry Ristanti 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xviii 
 
ABSTRAK 
 
Lia Erry Ristanti, NIM : 152111077 “ATURAN PERIKLANAN DALAM 
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN 
KONSUMEN PERSPEKTIF MAṢLAḤAH MURSALAH”. Di dalam kegiatan 
ekonomi peran pelaku usaha dan konsumen tak terpisahkan . pelaku usaha 
membutuhkan konsumen, dan sebaliknya konsumen juga membutuhkan pelaku 
usaha. Oleh karena itu diharapkan dalam kegiatan ekonomi itu mereka 
berinteraksi secara sehat, jangan sampai ada salah satu pihak yang merasa 
dirugikan. Untuk itu perlunya etika beriklan yang baik untuk menunjang 
terjadinya sebuah pemahaman bagi konsumen supaya tidak merasa dirugikan oleh 
pelaku usaha yang tidak bertangungjawab. 
Dalam penelitian ini membahas dua rumusan masalah : 1) bagaimana 
aturan  periklanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap 
aturan  periklanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen?. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bagi 
konsumen mengenai iklan yang benar, yang harus diberikan oleh pelaku usaha 
kepada konsumen. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif literer dengan 
pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian 
kepustakaan (library research).sumber data yang digunakan adalah sumber data 
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.  
Hasil dari penelitian ini adalah  hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 
beberapa iklan yang sudah sesuai dengan aturan periklanan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen seperti Iklan Hilo, iklan yakult dan iklan bengkel motor. 
Ketiga iklan tersebut dengan lengkap dan jelas dalam menyampaikan informasi 
didalam iklannya. Dan ketiga iklan tersebut mengandung maslahah. Namun ada 
juga yang belum sesuai contohnya seperti iklan xl, iklan hit dan iklan jamu tetes 
bio7. Dalam iklan tersebut tidak disebutkan secara jelas mengenai informasi yang 
berkaitan dengan produk tersebut. Ketiga iklan ini tidak mengandung maslahah 
bagi konsumen 
Kata kunci : Iklan, Maslahah Mursalah, Perlidungan Konsumen 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang  
Salah satu profesi yang menjadi banyak pilihan adalah berbisnis, 
dimana hal tersebut merupakan kegiatan yang menghasilkan dan menjual 
produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen pada tingkat keuntungan 
tertentu.
1
Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan 
(profit), mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, pertumbuhan 
sosial, dan tanggungjawab sosial. Dari sekian banyak tujuan bisnis, profit 
memegang peranan yang sangat berarti dan banyak dijadikan alasan 
tunggal di dalam memulai bisnis.
2
 
Dan periklanan merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan 
dari aktivitas bisnis modern saat ini karena iklan memainkan peranan yang 
sangat penting untuk menyampaikan informasi (pesan) tentang suatu 
produk kepada masyarakat. Dalam dunia bisnis, iklan merupakan satu 
kekuatan yang dapat digunakan untuk menarik konsumen sebanyak – 
banyaknya. Penekanan utama iklan adalah akses informasi dan promosi 
dari pihak produsen kepada konsumen. Iklan pada hakikatnya merupakan 
salah satu strategi pemasaran yang dimaksudkan untuk mendekatkan 
barang yang hendak dijual kepada konsumen, dengan kata lain 
                                                          
       
1Mabarroh Azizah, “Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah 
Indonesia, (Surakarta) Vol. III Nomor 1, 2013, hlm. 37 
       
2
Ika Yunia Fauzia, Etika Bisnis Dalam Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2013), hlm.3-4. 
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mendekatkan konsumen dengan produsen. Sasaran akhir seluruh 
kegiatan bisnis adalah agar barang yang telah dihasilkan bisa dijual kepada 
konsumen. Secara positif iklan adalah metode yang digunakan untuk 
memungkinkan barang dapat dijual kepada konsumen. Serta iklan sebagai 
salah satu alat pemasaran melalui promosi merupakan proses komunikasi 
yang bertujuan mempengaruhi minat calon pembeli sehingga mampu 
memasarka produknya secara massal.
3
 
Peran promosi dalam manajemen pemasaran sangatlah besar, sebab 
melalui iklan masyarakat sebagai konsumen dapat mengetahui informasi 
tentang suatu produk barang dan jasa. Informasi tersebut meliputi jenis 
produk, kualitas produk, bahan kandungannya, keamanan pemakaian dan 
sebagainya. Melalui iklan pengusaha mencoba membangkitkan minat 
konsumen agar omset penjualan barang yang diiklankan dapat meningkat.
4
 
Di sisi lain, iklan sebagai media informasi bagi konsumen di 
dalamnya dapat menimbulkan permasalahan. Untuk mencapai keuntungan 
yang sebesar- besarnya suatu korporasi tidak jarang membuat iklan yang 
memuat informasi menyesatkan. Iklan yang menyesatkan adalah iklan 
yang mengesankan keunggulan suatu barang dengan cara 
mendemonstrasikannya dan keadaan / keunggulan produk digambarkan 
dengan dengan cara yang berlebihan sehingga menjurus ke arah yang 
menyesatkan. Iklan ini umumnya menggunakan media televisi, karena 
                                                          
       
3Mabarroh Azizah, “Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah 
Indonesia, (Surakarta) Vol. III Nomor 1, 2013, hlm. 37 
       
4Erma Rusdiana, “Aspek Pidana Iklan Yang Menyesatkan Pada Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan konsumen,” Jurnal Hukum, (Madura) Vol. 3 Nomor 1, 2010, hlm. 7. 
3 
 
 
 
tayangan di layar kaca tampak sangat mengesankan. Iklan tersebut sengaja 
menampilkan pernyataan – pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan 
/ menampilkan pernyataan yang tidak sengaja mengundang penafsiran 
yang bisa menyesatkan konsumen.
5
 Sebagai contoh ialah, Produk HIT 
merupakan produk anti nyamuk yang sudah ada sejak beberapa tahun lalu. 
Hingga sekarang ini, sudah banyak  iklan produk HIT terutama iklan di 
televisi. Dalam semua iklan produk ini hanya menampilkan dan 
menonjolkan  keunggulan produk saja tanpa memberikan informasi 
mengenai efek samping dari penggunaan produk tersebut. Padahal di 
dalam produk tersebut telah ditemukan  zat-zat yang berbahaya seperti 
propoxur dan diklorvos, 2 zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia 
antara  lain, keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan 
pernafasan, gangguan terhadap sel tubuh, kanker hati dan kanker lambung. 
Departemen pertanian juga telah mengeluarkan larangan penggunaan 
kedua zat berbahaya ini untuk penggunaan pestisida dalam rumah tangga 
sejak tahun 2004, bahkan di dunia zat ini dilarang sejak puluhan tahun 
lalu.  
Selain memberikan fungsi informatif mengenai sebuah produk, iklan 
juga berfungsi untuk membujuk agar memilih suatu produk (fungsi 
persuasif), atau mengingatkan konsumen akan suatu produk (fungsi 
pengingat). Di dalam wilayah fungsi ini juga seringkali terjadi manipulasi 
fakta serta pembohongan terencana yang menjerumuskan konsumen 
                                                          
       5Ibid. 
4 
 
 
 
kepada pola hidup konsumeris dan hedonis. Iklan sering memberikan 
informasi yang tidak lengkap terkait dengan produk. Iklan hanya 
menginformasikan keunggulan sebuah produk tanpa dibarengi dengan 
informasi kelemahannya. Iklan juga sering membelokkan citra suatu 
produk yang sebenarnya citra tersebut tidak terkait sama sekali dengan 
produk.
6
    
Dalam Islam, nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia 
secara menyeluruh adalah sangat penting, termasuk dalam aspek kegiatan 
bisnis. Islam sangat tegas dalam mengatur kegiatan bisnis. Mulai dari 
prinsip dasar, pokok-pokok kerusakan dalam perdagangan, faktor-faktor 
produksi, tenaga kerja, modal organisasi, distribusi kekayaan, masalah 
upah, barang dan jasa, kualifikasi dalam bisnis, sampai kepada etika sosio 
ekonomik menyangkut hak milik dan hubungan sosial.
7
Kerangka 
pemasaran dalam bisnis islami adalah aktivitas yang dilandasi oleh saling 
ridha dan rahmat antara penjual dan pembeli, dalam sebuah aktivitas pasar. 
Etika  pemasaran dalam konteks promosi meliputi : sarana 
memperkenalkan barang, informasi kegunaan dan kualifikasi barang, 
sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan informasi fakta yang 
ditopang kejujuran.
8
 
                                                          
       
6Amrul Muttaqin,”Konsep Periklanan Dalam Ekonomi Islam”, Cahaya Aktiva, (Kediri) Vol. 3 
Nomor 1, 2013, hlm. 1-2. 
       
7Annisa Mardhatillah,”Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam”, Jurnal Ilmu Sosial, (Riau) Vol. 
6 Nomor 1, 2013, hlm. 90. 
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5 
 
 
 
Di dalam persaingan bisnis sekarang ini yang sangat ketat sehingga 
membuat masalah etika bisnis dalam dunia ekonomi saat ini tidak begitu 
mendapat tempat. Bagi sebagian kalangan kegiatan bisnis dapat dilakukan 
dengan tidak memperhatikan  etika karena mereka beranggapan bahwa “ 
bisnis adalah bisnis ”. Bagi sebagian kalangan pula kegiatan bisnis adalah 
bagimana berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan keuntungan yang 
sebesar- besarnya. Sedangkan beretika adalah suatu upaya untuk 
berhubungan dengan soal moral. Sehingga dua pemahaman ini dianggap 
tidak dapat saling bersinergi bagi sebagian orang. Pengabaian etika bisnis 
sering terjadi karena beranggapan bahwa etika bisnis hanyalah 
mempersempit ruang gerak keuntungan ekonomis.
9
 
Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji 
lebih dalam lagi tentang periklanan beserta etika- etika yang harus 
dipenuhi dalam periklanan dengan mengaitkannya pada konsep maslahah 
mursalah untuk menganalisis apakah periklanan banyak membawa 
dampak positif atau bahkan negatif bagi masyarakat luas dan 
menunagkannya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Aturan 
Periklanan Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen  Perspektif Maslahah Mursalah”. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana aturan periklanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? 
2. Bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap  aturan periklanan 
dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pelindungan 
Konsumen ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditarik tujuan     
penelitian adalah sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui aturan  periklanan menurut  Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif maslahah mursalah terhadap  
aturan periklanan dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perkindungan Konsumen. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi 
pengembangan keilmuan yang terkait dengan tema yang sama. 
7 
 
 
 
b. Sebagai pijakan yang dapat digunakan peneliti lain yang akan 
mengangkat permasalahan dengan tema yang sama.  
  
2. Manfaat Praktis 
a. Memberikan umpan balik bagi pengiklan sehubungan dengan 
kreativitas yang dibangun iklannya sudah sesuai dengan etika 
periklanan. 
b. Bagi masyarakat awam dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan 
dan pengetahuan terhadap  etika periklanan. 
 
E. Kerangka Teori 
1. Maṣlaḥah Mursalah 
Maṣlaḥah mursalah adalah yang mutlak. Menurut istilah ahli 
ushul, maṣlaḥah mursalah diartikan kemaslahatan yang tidak 
disyariatkan oleh syar‟i dalam wujud hukum, dalam  rangka 
menciptakan kemaslahatan, disamping tidak terdapat dalil yang 
membenarkan atau menyalahkan. Karenanya maṣlaḥah mursalah itu 
disebut mutlak lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar 
atau salah. Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum 
berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk 
mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya dalam rangka mencari 
8 
 
 
 
yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang 
bersifat sangat luas.
10
     
Asy-Syāṭibī mendefinisikan maṣlaḥah mursalah adalah 
maṣlaḥah  yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh 
nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan dengan 
tindakan syara. Kesejalanan dengan tindakan syara, dalam hal ini 
tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan 
menunjuk pada maṣlaḥah tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan 
dalil yang memberikan faedah yang pasti (qat‟i). Apabila dalil yang 
pasti ini memiliki makna kulli, maka dalil kulli yang bersifat pasti 
tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.
11
 
Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan 
dalil maṣlaḥah mursalah adalah kesejalanan antara kemaslahatan yang 
dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep maqāṣid asy-
syarī‟ah  yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh nash. Asy-
Syāṭibī memberikan penjelasan tentang kedudukan maṣlaḥah  yang 
dikandung dalam suatu masalah baru di lihat dari kesejalanan yang 
mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 
pertimbangan hukum.
12
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Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung : Gema Risalah Press,1997), hlm.142. 
       
11Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah”,  Jurnal Studi Islam, 
(Surakarta) Vol. 14 Nomor 1, 2013, hlm. 85. 
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Ibid. 
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2. Iklan  
Pemasaran pada dasarnya mencakup segala kegiatan seperti, 
pembujukan, promosi, publikasi,  semuanya adalah kegiatan 
pemasaran. Namun begitu, pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan 
seperti menjual menjual dan mempromosikan sesuatu. Pemasaran 
adalah konsep yang menyangkut suatu sikap mental, suatu cara 
berpikir yang membimbing anda melakukan sesuatu yang tidak selalu 
menjual benda tetapi juga menjaul gagasan – gagasan, karier, tempat 
(pariwisata, rumah, lokasi industri), undang-undang, jasa 
(pengangkutan, penerbangan, pemotongan rambut, kesehatan), 
hiburan (pertunjukan, pertandingan-pertandingan), dan kegiatan-
kegiatan nirlaba seperti yayasan-yayasan sosial dan keagamaan.
13
 
Adapun pengertian iklan secara komprehensif adalah semua 
bentuk aktivitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, 
barang, atau jasa secara nopersonal yang dibayar oleh sponsor 
tertentu. Sedangkan menurut etika, iklan adalah pesan komunikasi 
pemasaran atau komunikasi publik tentang sesuatu produk yang 
disampaikan melalui sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa yang 
dikenal serta ditunjukkan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. 
Jadi, seluruh yang meliputi penyiapan, perencanaan, penyampaian dan 
umpan balik dari pesan komunikasi pemasaran merupakan adanya 
                                                          
       
13Morissan, “Periklanan Komunikasi Pemasaran Terpadu”, (Jakarta : Kencana Prenada Media 
Group, 2010), hlm. 16. 
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informasi kepada konsumen akan keberadaan suatu produk dan 
“kemampuan” produk tersebut dinamakan periklanan.14 
3. Undang – Undang Perlindungan Konsumen 
Peranan hukum dalam konteks ekonomi adalah menciptakan 
ekonomi dan pasar yang kompetitif. Terkait dengan hal ini t, bahwa 
tidak ada pelaku usaha atau produsen tunggal yang mampu 
mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih 
produk mana yang menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga atau 
mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang mampu 
menetapkan harga berlebih atau menawarkan produk dengan kualitas 
rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah ke 
produk tersebut.
15
 
Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan menjadi dua 
aspek, yang pertama ialah perlindungan terhadap kemungkinan barang 
yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang 
disepakati dan perlindungan terhadap diberlakukannya syarat – syarat 
yang tidak adil kepada konsumen. Keinginan yang hendak dicapai 
dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi 
konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terbukti bahwa semua 
norma perlindungan konsumen dalam Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen memiliki sanksi pidana. Singkatnya, bahwa segala upaya 
                                                          
       
14Mabarroh Azizah, “ Etika Perilaku Periklanan Dalam Bisnis Islam”, Jurnal Ekonomi 
Syariah Indonesia, (Yogyakarta), Vol 3 Nomor 1, 2013, hlm. 39. 
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 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 
hlm. 21. 
11 
 
 
 
yang dimaksudkan dalam perlindungan konsumen tersebut tidak saja 
terhadap tindakan preventif, akan tetapi juga tindakan represif dalam 
semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen.
16
 
F. Tinjauan Pustaka 
Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengawalinya dengan 
peninjauan awal ke beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai 
relevansi dengan tema yang akan diteliti. Demi mendukung peninjaun ini, 
peneliti menjadikan beberapa hasil penelitian tersebut sebagai 
perbandingan yang menunjukkan bahwa penelitian ini tidaklah sama 
dengan penelitian yang telah ada. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa 
penelitian terdahulu yang disertakan, antara lain : 
Penelitian yang dilakukan oleh Nova Rusdiana, Mahasiswa Fakultas 
Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Etika Pelaku Usaha 
Periklanan Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ”. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa etika pelaku usaha dalam periklanan harus 
berpedoman pada aturan-aturan yang sesuai dengan fiqh muamalah dan 
Undang-Undang Nomor  8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. 
Yakni prinsip keadilan, kejujuran, persamaan keuntungan antara  kedua 
belah  pihak. Segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan, 
ketidakjujuran dan kecurangan adalah dilarang. Dalam fiqh muamalah 
sudah tertera dengan jelas bahwasanya pelaku usaha harus jujur, adil, 
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 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), 
hlm. 22. 
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menginformasikan secara jelas dan terperinci barang-barang yang akan 
dijual. Dalam UUPK bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan, 
ketidakjujuran mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta tanpa 
memberi penjelasan penggunaan akan dikenakan sanksi pidana pokok, 
yakni sanksi administratif dan sanksi tambahan tergantung berat ringannya 
pelanggaran.
17
  
Perbedaannya ialah penelitian diatas membahas tentang etika 
pelaku usaha periklanan yang menggunakan fiqh mauamalah sebagai alat 
analisisnya. Dalam penelitian tersebut juga membahas korelasi antara 
Undang –Undang Perlindungan Konsumen dan Fiqh Muamalah dalam 
menyikapi pelanggaran etika periklanan. Sedangkan penelitian yang 
sekarang menggunakan maslahah mursalah sebagai analisisnya dan 
membahas bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap aturan 
periklanan  menurut UUPK. 
Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aris, Mahasiswa 
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Etika Periklanan 
Dalam Islam”. Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa ditemukan iklan 
yang tidak lepas dari reduksi, manipulasi, penyimpangan bahkan 
pengkaburan antara iklan dengan produk yang diperdagangkan. Sehingga 
yang terjadi pihak konsumen sangat dirugikan. Unsur penipuan tersebut 
terjadi karena bersifat substansial yaitu adanya unsur ketidakjujuran baik 
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 Nova Rusdiana, “Etika Pelaku Usaha Periklanan Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi tidak diterbitkan, 
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disengaja maupun tidak sengaja terhadap produk yang diiklankan. Bersifat 
profesional yaitu pelanggaran yang hanya terdeteksi dan diketahui oleh 
para praktisi dan luput dari perhatian konsumen. Bersifat situasional yaitu 
adanya keberatan masyarakat terhadap iklan yang ditawarkan tidak sesuai 
dengan kenyataannya
18
  
Perbedaannya ialah, dalam penelitian diatas membahas etika 
periklanan dengan menggunakan hukum Islam secara umum untuk 
menganalisisnya. Di dalamnya juga membahas tentang penyebab 
terjadinya unsur penipuan dalam iklan dan bagaimana hukum Islam 
memandang pelanggaran iklan tersebut. Sedangkan penelitian yang 
sekarang menggunakan maslahah mursalah sebagai analisisnya dan 
membahasa bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap aturan 
periklanan dalam UUPK. 
Penelitian yang dilakukan oleh Isyatin Mahmudah, Mahasiswa 
Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “unsur penipuan 
dalam iklan (perspektif hukum Islam dan Undang Undang No 8 Tahun 
1999 tentang perlindungan konsumen)”. Skripsi ini fokus membahas 
tentang unsur penipuan yang terdapat dalam iklan yang dilihat dari sudut 
pandang hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dam hukum Islam maupun 
Undang Undang perlindungan konsumen segala bentuk jual beli yang 
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mengandung penipuan, ketidakjujuran, dan kecurangan adalah dilarang. 
Demikian juga dengan iklan yang mengandung penipuan dan kecurangan 
juga dilarang. Sanksi yang dikenakan bagi pelaku penipaun menurut 
Undang-Undang perlindungan konsumen berupa sanksi pidana pokok, 
saksi administratif dan sanksi tambahan tergantung berat/ringannya 
pelanggaran.
19
  
Perbedaan dari kedua penelitian ini ialah, penelitian ini hanya 
membahas tentang unsur penipuan dalam iklan saja dan dianalisis 
menggunakan hukum Islam secara umum. Sedangkan penelitian yang 
sekarang menggunakan maslahah mursalah sebagai analisisnya dan 
membahas bagaimana tinjauan maslahah mursalah terhadap aturan 
periklanan dalam UUPK. 
G. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian 
kualitatif literer dengan pendekatan  yuridis normatif, artinya 
penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan 
sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-
asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, 
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perjanjian serta  doktrin (ajaran).
20
 Dimana, sumber data yang diolah 
berasal dari perpustakaan, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan situs 
internet yang tentunya relevan dengan hukum islam (maṣlaḥah 
mursalah) dan undang-undang terkait pembahasan ini, dimana data 
tersebut merupakan tulisan ilmiah yang diakui secara akademis. 
2. Sumber Data 
Terkait dengan penelitian hukum dan pendekatan masalah yang 
digunakan dalam penelitian ini maka sumber data yang digunakan 
adalah sumber data sekunder, diantaranya adalah sebagai berikut :      
a. Bahan hukum primer 
Sumber data primer adalah sumber data yang mempunyai 
otoritas (autoritatuf).
21
 Dalam penelitian ini penulis mengacu pada 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 
konsumen sebagai sumber data primer, sebab permasalahan yang 
ada lebih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
dan Hukum Islam dengan teori Maṣlaḥah Mursalah. 
b. Bahan hukum sekunder 
Sumber data sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 
yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut 
terdiri atas buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau 
beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi 
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Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad,  Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, 
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hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-
komentar atas putusan hakim.
22
Bahan sekunder yaitu bahan hukum 
yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, 
yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil 
penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), 
pamfleat, lefleat, brosur dan berita internet.
23
Dalam penelitian ini 
penulis menggunakan buku yang ada diperpustakaan sebagai bahan 
referensi umum yang tentunya relevan dengan pemabahasan yang 
dilakukan, seperti buku-buku tentang etika, iklan, perlindungan 
konsumen, ushul fiqh, maṣlaḥah mursalah dan lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penulisan 
skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu data 
penelitian ini data yang dikumpulkan merupakan bahan hukum berupa 
dokumentasi dengan cara tela‟ah pustaka (library research), baik 
berupa  buku-buku atau sumber-sumber yang berkaitan dengan 
pembahasan yang relevan dengan objek yang diteliti, yang kemudian 
dilakukan dengan cara menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi 
dan selanjutnya menyajikan. 
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4. Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa 
melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang 
dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara 
sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan 
telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, 
menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu 
kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan 
bantuan teori yang telah dikuasainya.
24
 Selain itu juga menggunakan 
analisis isi (content analysis), adalah penelititan yang bersifat 
pemmbahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau 
tercetak. 
Di dalam penelitian ini pengolahan sumber data dilakukan secara 
deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan 
yang bersifat umum terhadap permasalahan atau objek yang diteliti. 
Dari data-data yang telah terkumpul tersebut, kemudian penulis 
menganalisa data secara kualitatif yaitu memusatkan perhatiannya 
pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan keseluruhan 
data yang diperoleh dirangkum, diteliti, dan dipelajari sebagai satu 
kesatuan yang utuh sehingga dapat menghasilkan data yang akurat 
kemudian dijabarkan dalam kalimat-kalimat. 
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H. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan skripsi ini, digunakan sistematika pembahasan yang 
terdiri dari lima bab, yakni meliputi :      
BAB I : berisi tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian 
relevan), metode penelitian, dan sistematika penulisan 
skripsi. 
BAB II : berisi tentang gambaran umum tentang tinjauan umum  
periklan, undang undang perlindungan konsumen yang 
meliputi hak – hak dan kewajiban, larangan antara produsen 
dengan konsumen dan maṣlaḥah mursalah 
BAB III : berisi tentang deskripsi data penelitian yang berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan yaitu tentang periklanan 
BAB IV : berisi tentang analisis penulis mengenai aturan periklanan 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditinjau 
dari maṣlaḥah mursalah dan bagaimana aturan periklanan 
dalam UUPK. 
BAB V : berisi tentang penutup yang menguraikan tentang 
kesimpulan dan saran. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
A. Tinjauan Umum Mengenai Iklan     
1. Pengertian Iklan 
Iklan atau advertising dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 
komunikasi nonpersonal mengenai suatu organisasi. Produk, servis, 
atau ide yang dibayar oleh satu sponsor yang diketahui. Adapun 
maksud “dibayar”  pada definisi tersebut menunjukkan fakta bahwa 
ruang dan waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli. 
Maksud kata “nonpersonal” berarti suatu iklan media massa (TV, 
radio, majalah, koran) yang dapat mengirimkan pesan kepada sejumlah 
besar kelompok individu pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, 
sifat nonpersonal iklan berarti pada umumnya tidak tersedia 
kesempatan untuk mendapatkan umpan balik yang segera dari 
penerima pesan (kecuali dalam hal direct action adverising). Karena 
itu, sebelum pesan iklan dikirimkan, pemasang iklan harus betul-betul 
mempertimbangkan bagaimana audiensis akan menginterpretasikan 
dan memberikan respons terhadap pesan iklan dimaksud.
25
 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), iklan adalah 
berita atau pesan yang mendorong konsumen agar tertarik pada barang 
dan jasa yang ditawarkan. Dalam Undang- Undang Perlindungan 
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Konsumen juga dijelaskan bahwa, promosi atau iklan adalah 
kegiatan penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk 
menarik minat beli konsumen terhadap barang dan /atau jasa yang 
akan dan sedang diperdagangkan. 
2. Jenis – Jenis Iklan 
Pengelola pemasaran suatu perusahaan beriklan dalam berbagai 
tingkatan atau level. Misalnya, iklan level nasional atau lokal/ retail 
dengan target yaitu masyarakat konsumen secara umum, atau iklan 
untuk level industri atau disebut juga dengan business ti business 
advertising atau  professional advertising dan  trade advertising  yang 
ditujukan untuk konsumen industri, perusahaan atau profesional.
26
 
Untuk lebih jelasnya, tipe atau jenis iklan dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
a. Iklan nasional 
Pemasang iklan adalah perusahaan besar dengan produk yang 
tersebar secara nasional atau di sebagian besar wilayah suatu 
negara. Sebagian besar iklan nasional pada umumnya muncul pada 
jam tayang utama  (prime time) di televisi yang memiliki jaringan 
siaran secara nasional dan juga pada berbagai media besar nasional 
serta media-media lainnya. Tujuan dari pemasangan iklan berskala 
nasional ini dalah untuk menginformasikan atau megingatkan 
konsumen kepada perusahaan atau merek yang diiklankan beserta 
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berbagai fitur atau kelengkapan yang dimiliki dan juga kentungan, 
manfaat, penggunaan serta menciptakan atau memperkuat citra 
produk bersangkutan sehingga konsumen akan cenderung akan 
membeli produk yang diiklankan itu.
27
 
b. Iklan lokal 
Pemasang iklan adalah perusahaan pengecer atau perusahaan 
dagang tingkat lokal. Iklan lokal bertujuan untuk mendorong 
konsumen agar berbelanja pada toko-toko tertentu atau 
menggunakan iklan atau menggunakan jasa lokal atau 
mengunjungi suatu tempat  atau institusi tertentu. Iklan lokal 
cenderung untuk menekankan pada insentif tertentu, misalnya 
harga yang lebih murah, waktu operasi yang lebih lama, pelayanan 
khusus, suasana berbeda, gengsi, atau aneka jenis barang ayng 
ditawarkan. Promosi yang dilakukan iklan lokal sering dalam 
bentuk aksi langsung (direct action advertising) yang dirancang 
untuk memperoleh penjualan secara tepat.
28
    
c. Iklan primer dan selektif 
Iklan primer atau disebut juga dengan primary demand 
advertising dirancang untuk mendorong permintaan terhadap suatu 
jenis produk tertentu atau untuk keseluruhan industri. Pemasang 
iklan akan lebih fokus menggunakan iklan primer apabila, 
misalnya merek produk jasa yang dihasilkannya telah 
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mendominasi pasar dan akan mendapatkan keuntungan paling 
besar jika permintaan terhadap jenis produk bersangkutan secara 
umum meningkat. Asosiasi perusahaan di bidang industri dan 
perdagangan kerap melakukan kampanye melalui iklan primer 
untuk mendorong peningkatan penjualan produk yang dihasilkan 
produk yang dihasilkan anggota asosiasi, misalnya asosiasi 
produsen susu berkampanye melalui iklan primer untuk 
meningkatkan minat masyarakat untuk minum susu. Perusahaan 
pemegang merek produk tertentu terkadang mengunakan iklan 
pimer sebagai bagian dari strategi promosi untuk membantu suatu 
produk, khususnya jika produk masih baru dan manfaatnya masih 
belum banyak diketahui masyarakat. Dengan demikian, iklan 
semacam ini bertujuan menjelaskan konsep dan manfaat suatu 
produk secara umum namun sekaligus mempromosikan merek 
produk bersangkutan.
29
 
Iklan selektif memusatkan perhatian untuk menciptakan 
permintaan terhadap suatu merek tertentu. Kebanyakan iklan 
berbagai barang dan jasa yang muncul di media adalah bertujuan 
untuk mendorong permintaan secara selektif terhadap suatu merek 
barang atau jasa tertentu. Iklan selektif lebih menekankan pada 
alasan untuk membeli suatu merek produk tertentu.
30
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3. Fungsi Iklan 
Iklan merupakan media informasi yang dibuat sedemikian rupa 
agar dapat menarik minat khalayak, orisinal, serta memiliki 
karakteristik tertentu dan persuasif sehingga para konsumen atau 
khalayak secara suka rela terdorong untuk melakukan sesuatu tindakan 
sesuai dengan yang diinginkan pengiklan. Fungsi iklan dalam 
pemasaran adalah memperkuat dorongan kebutuhan dan keinginan 
konsumen terhadap suatu produk untuk mencapai pemenuhan 
kepuasannya. Agar iklan berhasil merangsang tindakan pembeli, 
setidaknya harus memenuhi kriteria AIDCDA, yaitu:
31
 
a. Attention :  mengandung daya tarik 
b. Interest : mengandug perhatian dan minat 
c. Desire : memunculkan keinginan untuk mencoba atau memiliki 
d. Conviction : menimbulkan keyakinan terhadap produk 
e. Decision : menghasilkan kepuasan terhadap produk. 
f. Action : mengarah tindakan untuk membeli. 
Berdasarkan konsep AIDCDA, promosi periklanan harus 
diperlukan pengetahuan yang cukup tentang pola perilaku, kebutuhan 
dan segmen pasar. Konsep tersebut diharapkan konsumen dapat 
melakukan pembelian berkesinambungan. Segala daya upaya iklan 
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dengan gaya bahasa persuasinya berusaha membuat konsumen untuk 
mengkonsumsi, yang tidak memperdulikan status sosialnya.
32
 
Secara umum, iklan periklanan dihargai karena dikenal sebagai 
pelaksana beragam fungsi komunikasi yang penting bagi perusahaan 
bisnis dan organisasi lainnya, dimana fungsi- fungsi tersebut antara 
lain : 
a. Memberi informasi (informing) 
Yaitu membuat konsumen sadar akan merek – merek baru, 
mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta 
memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif.
33
  Iklan ini 
secara panjang lebar menerangkan produk dalam tahap rintisan 
produk untuk menciptakan permintaan pokok atas kategori produk 
tertentu. Dan memberikan informasi kepada konsumen tentang 
produk beserta manfaatnya. Pada tujuan ini, iklan merupakan 
media menyampaikan informasi yang sebenarnya kepada 
masyarakat tentang produk yang akan atau sedang ditawarkan 
pasar. Pada tujuan iklan ini pula iklan memberikan dan 
menggambarkan seluruh kenyataan serinci mugkin tentang 
produk.
34
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b. Membujuk (persuading) 
Yang berarti iklan yang efektif akan mampu membujuk 
pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang diiklankan.
35
 Iklan 
ini sebagai pembentuk opini (pendapat umum) yang erat kaitannya 
dalam persaingan dimana sasaran perusahaan adalah menciptakan 
permintaan yang selektif akan permintaan tertentu. Beberapa iklan 
persuasif menjadi iklan perbandingan yang ingin menciptakan 
superioritas salah satu merek melebihi merek lain. Iklan yang 
efektif akan mampu mempersuasi (membujuk) pelanggan untuk 
mencoba produk atau jasa yang diiklankan. Terkadang persuasi 
berbentuk mempengaruhi permintaan primer yakni, menciptakan 
permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering, iklan 
berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi 
merek perusahaan yang spesifik.
36
 
c. Mengingatkan (reminding)   
Dimana iklan berfungsi untuk menjaga merek perusahaan 
tetap segar. Iklan ini sangat penting untuk produk yang berada 
dalam tahap kedewasaan untuk menjaga konsumen agar konsumen 
selalu ingat akan produk tersebut. Dan mengingatkan kembali pada 
konsumen akan keberadaan produk di pasar dan berbagai macam 
manfaat yang dijanjikannya. Saat kebutuhan muncul, yang 
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berhubungan dengan produk yang diiklankan, dampak iklan masa 
lalu memungkinkan merek pengiklan untuk hadir di benak 
konsumen sebagai suatu kandidat merek yang akan dibeli. Lebih 
jauh iklan ini didemonstrasikan untuk mempengaruhi pengalihan 
merek (brand switching) dengan mengingatkan konsumen yang 
akhir – akhir ini belum membeli suatu merek yang tersedia dan 
mengandung atribut-atribut yang menguntungkan.
37
 
4. Media Iklan 
Media iklan adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk 
mengantarkan dan menyebarluaskan pesan – pesan iklan. Pada 
prinsipnya, jenis media iklan dalam bentuk fisik dibagi ke dalam dua 
kategori yaitu media iklan cetak dan media iklan elektronik. Media 
cetak adalah media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual yang 
dihasilkan dari proses percetakan, bahan baku dasarnya maupun sarana 
penyampaian pesannya menggunakan kertas. Media cetak adalah suatu 
dokumen atas segala hal tentang rekaman peristiwa yang diubah dalam 
kata-kata, gambar, foto dan sebagainya (contoh : surat kabar, majalah, 
tabloid, brosur, pamflet, poster). Sedangkan media elektronik adalah 
media yang proses bekerjanya berdasar pada prinsip elektronik dan 
elektromagnetis (contoh : televisi, radio, internet).
38
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Masing – masing jenis media iklan memiliki keunggulan dan 
kelemahan. Seperti surat kabar keunggulannya adalah fleksibilitas, 
ketepatan waktu, liputan pasar lokal yang baik, penerimaan luas, 
dipercayai sedangkan kelemahannya jangka waktu pendek, kualitas 
reproduksi buruk, “penerusan” audiens kecil. Media televisi 
keunggulannya adalah menggabungkan gambar, suara dan gerak, 
merangsang indra perhatian tinggi, jangkauan tinggi sedangkan 
kelemahnnya biaya absolut, pengelompokan tinggi, paparan tidak 
terlihat, pilihan audiens kurang.
39
 
 Media radio keunggulannya adalah penggunaan massal, pilihan 
geografis dan demografis tinggi, biaya rendah sedangkan 
kekurangannya hanya penyajian audio, perhatian lebih rendah daripada 
televisi, struktur harga tidak standart, paparan sia-sia. Media majalah 
keunggulannya pilihan geografis dan demografis tinggi, kredibilitas 
dan gengsi, kualitas reproduksi tinggi, jangka waktu panjang, 
penerusan pembacaan baik sedangkan kekurangannya tenggang waktu 
pembelian iklan panjang, peredaran yang sia-sia, tidak ada jaminan 
posisi. Media luar ruang / billboard keunggulannya adalah fleksibilitas, 
pengulangan paparan tinggi, biaya rendah, persaingan rendah 
sedangkan kekurangannya tidak ada pilihan audiens, kreativitas 
terbatas. Media internet keunggulannya adalah selektivitas tinggi, 
kemungkinan interaktif, biaya relatif rendah sedangkan kekurangannya 
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media yang relatif baru dengan jumlah pengguna yang rendah di 
beberapa negara.
40
 
 
B. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
1. Konsumen 
a. Pengetian Konsumen 
Secara umum masyarakat Indonesia sudah memahami siapa 
yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia baru 
mengenalnya tahun 1999, dengan terbitnya Undang – Undang tentang 
perlindungan konsumen. Oleh karena itu, istilah konsumen tergolong 
barudalam hukum positif kita. Istilah konsumen berasal dari alih 
bahasa dari kata consumer (Inggris – Amerika), atau cosument / 
konsument (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu 
tergantung dalam posisi mana ia berada.
41
 
Secara harfiah arti kata consumer itu adalah lawan dari produsen, 
setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang 
atau jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana 
pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris – Indonesia 
memberi arti kata consumer sebagai “pemakai atau konsumen”. 
Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen 
Kehakiman, konsumen (konsumen akhir) diartikan sebagai “pemakai 
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akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang 
lain, dan tidak untuk diperjualbelikan”. Menurut Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI), memberi batasan tentang konsumen 
sebagai berikut, “pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam 
masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain 
dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.42     
Dalam naskah akademis Fakultas Hukum Universitas Indonesia 
bekerja sama dengan Departemen Perdagangan RI, konsumen 
diartikan sebagai “setiap orang atau keluarga yang mendapatkan 
barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan”. Bagaimanakah 
batasan konsumen dalam UUPK (Undang – Undang No 8 Tahun 
1999), ketentuan yang memuat batasan konsumen terdapat dalam Bab 
1 ketentuan umum, pasal 1 butir 2 serta penjelasan otentiknya 
(penjelasan menurut undang-undang). “ konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi 
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup 
lain dan tidak untuk diperdagangkan”.43 
Penjelasan undang undang : di dalam kepustakaan ekonomi 
dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir 
adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan 
konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk 
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sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya. Pengertian 
konsumen dalam undang undang ini adalah konsumen akhir.
44
      
Dari batasan – batasan tentang konsumen sebagaimana yang 
telah disebutkan diatas, terlihat beberapa hal mengenai pengertian 
konsumen sebagai berikut : 
1) Konsumen dapat terdiri dari mereka yang menggunakan barang 
atau jasa untuk tujuan membuat barang atau jasa lain, atau 
diperdagangkan kembali (untuk dijual komersial).
45
 
a) Mereka ini disebut sebagai konsumen antara 
b) Melihat pada sifat penggunaan barang atau jasa tersebut, 
konsumen antara ini sesungguhnya tidak lain dari pengusaha, 
baik pengusaha perorangan maupun pengusaha berbentuk 
badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun 
pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat antara 
lain terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir 
yang digunakan oleh konsumen akhir (produsen), atau 
penyedia atau penjual produk akhir (suplier, distributor, atau 
pedagang) 
2) Konsumen dapat pula terdiri dari mereka yang menggunakan 
produk akhir untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup mereka, 
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keluarganya dan atau rumah tangga (sebagai konsumen akhir dan 
untuk tujuan non komersial).
46
 
a) Mereka di sebut konsumen akhir 
b) Mereka pada pokoknya adalah orang alami dan menggunakan 
produk konsumen tidak untuk diperdagangkan dan atau tujuan 
komersial lainnya. 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen 
Presiden Jhon F Kennedy mengemukakan empat hak 
konsumen yang harus dilindungi yaitu : 
1) Hak memperoleh keamanan (the right to safety) 
Aspek ini ditujukan pada perlindungan konsumen dari 
pemasaran barang / jasa yang membahayakan keselamatan 
kosumen. Pada posisi ini, intervensi, tanggungjawab, dan 
peranan pemerintah dalam rangka menjamin keselamatan dan 
keamanan konsumen yang sangat penting.
47
 
2) Hak memilih (the right to choose) 
Bagi konsumen, hak memilih merupakan hak prerogatif 
konsumen, apakah ia akan membeli suatu barang / jasa. Oleh 
karena itu tanpa ditunjang oleh hak untuk mendapatkan 
informasi yang jujur, tingkat penidikan yang patut, dan 
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penghasilan yang memadai,maka hak ini tidak banyak 
artinya.
48
 
3) Hak mendapat informasi (the right to be informed) 
Hak ini mempunyai arti yang sangat fundamental bagi 
konsumen bila dilihat dari sudut kepentingan dan kehidupan 
ekonominya. Setiap keterangan mengenai sesuatu yang akan 
dibelinya atau akan mengikat dirinya, haruslah diberikan 
selengkap mungkin dan penuh kejujuran.
49
 
4) Hak untuk di dengar (the right to be heard) 
Hak ini dimaksudkan untuk menjamin konsumen bahwa 
kepentingannya harus diperhatikan dan tercermin dalam 
kebijaksanaan pemerintah, termasuk turut di dengar dalam 
pembentukan kebijaksanaan tersebut. Selain itu, konsumen 
juga harus di dengar setiap keluhannya  dan harapannya dalam 
mengkonsumsi barang/jasa yang dipasarkan oleh produsen.
50
 
Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen  Indonesia 
menetapkan bahwa hak hak konsumen adalah :
51
  
1) hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam 
mengonsumsi,  memilih barang dan /atau jasa. 
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2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan. 
3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai barang 
dan kondisi jaminan barang dan /atau jasa.  
4) Hak untuk di dengar pendapat atau keluhannya atas barang dan 
/atau jasa yang digunakannya.  
5) Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. 
6)  Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan 
konsumen.  
7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
secara tidak diskriminatif.  
8) Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
9) Hak-hak yang diatur dalam ketetuan perundang-undangan 
lainnya. 
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Selain memperoleh hak-hak tersebut, konsumen juga 
memiliki kewajiban untuk:
52
  
1) Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur 
pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi 
keamanan dan keselamatan.  
2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan /atau jasa.  
3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 
4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen yang berlaku. 
2. Pelaku usaha  
a. Pengertian Pelaku Usaha 
Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku 
usaha sebagai berikut, “pelaku usaha adalah setiap perorangan atau 
badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik 
sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian penyelengaraan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. Penjelasan, 
“pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah 
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perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, 
distributor, dan lain-lain.
53
 
Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas, karena meliputi 
grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya 
pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan 
dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama 
negara Belanda, bahwa yang dikualifikasi sebagai pelaku usaha 
(produsen) adalah pembuat produk jadi, penghasil bahan baku, 
pembuat suku cadang, setiap orang yang menammpakkan dirinya 
sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda 
pengenal tertentu, atau tanda lain yang membedakan dengan 
produk asli pada produk tertentu, importir suatu produk dengan 
maksud untuk dijualbelikan, disewakan, disewagunakan (leasing) 
atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok, 
dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat 
ditentukan.
54
 
Pengertian pelaku usaha yang bermakna luas tersebut, akan 
memudahkan konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang 
dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam 
menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak 
yang dapat digugat. Namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK 
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tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive 
(pedoman bagi negara Masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen 
dapat lebih mudah untuk menentukan kepada siapa ia akan 
mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.
55
 
Dalam pasal 3 Directive ditentukan bahwa : 
1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap 
bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap 
orang yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda 
pembedaan yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai 
produsen. 
2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap 
orang yang mengimpor suatu produk untuk dijual, disewakan, 
atau untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha 
perdagangannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang 
sebagai produsen dalam arti Directive ini, dan akan 
bertanggung gugat sebagai produsen. 
3) Dalam hal produsen atau suatu produk tidak dikenal 
identitasnya, maka setiap leveransir/ supplier akan bertanggung 
gugat sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang 
menderita kerugian dalam waktu yang tidak begitu lama 
mengenai identitas produsen atau orang yang menyerahkan 
produk itu kepadanya. 
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Pelaku usaha meliputi berbagai bentuk / jenis usaha 
sebagaimana yang dimaksud dalam UUPK, sebaiknya ditentuka 
urutan-urutan yang seharusnya digugat oleh konsumen manakala 
dirugikan oleh pelaku usaha. Urutan-urutan tersebut sebaiknya 
disusun sebagai berikut :
56
 
1) Yang pertama digugat adalah pelaku usaha yang membuat 
produk tersebut jika berdomisili di dalam negeri dan 
domisilinya diketahui oleh konsumen yang dirugikan. 
2) Apabila produk yang merugikan   konsumen tersebut 
diproduksi di luar negeri, maka yang digugat adalah 
importirnya, karena UUPK tidak mencakup pelaku usaha di 
luar negeri. 
3) Apabila produsen maupun importir dari suatu produk tidak 
diketahui,  maka yang digugat adalah penjual dari siapa 
konsumen membeli barang tersebut.    
b. Hak Pelaku Usaha 
Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang 
harus dilindungi. Hak – hak pelaku usaha ini juga merupakan 
bagian dari kewajiban konsumen, yaitu :
57
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1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau 
jasa yang diperdagangkan. 
2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang tidak beritikad baik. 
3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen. 
4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum 
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ 
atau jasa yang diperdagangkan . 
5) Hak  – hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
c. Kewajiban Pelaku Usaha 
Kewajiban dan hak sesungguhnya merupakan antinomi 
dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat dan 
sebagai (merupakan bagian dari) hak konsumen. Kewajiban pelaku 
usaha antara lain :
58
 
1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya 
2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan  jaminan  barang dan/ atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
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3) Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif. 
4) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ 
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu 
barang dan/ jasa yang berlaku. 
5) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/ atau 
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau 
diperdagangkan. 
6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan , pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. 
7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila 
barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak 
sesuai dengan perjanjian. 
Kewajiban pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan 
kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang dikenal dalam 
hukum perjanjian. Ketentuan itikad baik ini diatur pasal 1338 ayat 
3 KUHPerdata,” bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan 
itikad baik”. Menurut Subekti, maksud dari perjanjian harus 
dilaksanakan dengan itikad baik adalah, bahwa cara menjalankan 
40 
 
 
 
suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kepatutan dan 
keadilan.
59
 
Dalam UUPK tampak bahwa itikad baik ini lebih ditekankan 
kepada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam 
melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban 
pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang / 
diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya 
konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan 
transaksi pembelian barang dan/ atau jasa. Jika disimak baik- baik, 
jelas bahwa kewajiban- kewajiban tersebut merupakan manifestasi 
hak konsumen dalam sisi lain yang ditargetkan untuk menciptakan 
budaya tanggung jawab pada diri pelaku usaha.
60
 
 
C. Tinjauan Umum Mengenai Maṣlaḥah Mursalah 
1. Pengertian Maṣlaḥah 
Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan antara kata 
maslahat dengan kemaslahatan. Kata maslahat, menurut kamus 
tersebut, diartikan dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, 
faedah dan guna. Sedangkan kata kemaslahatan mempunyai makna 
kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan. Dari sini dengan jelas 
bahwa KBBI melihat bahwa kata maslahat dimasukkan sebagai kata 
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dasar, sedangkan kata kemaslahatan dimasukkan sebagai kata benda 
jadian yang berasal dari kata maslahat yang mendapatkan awalan ke 
dan akhiran an.
61
 
Izzudin ibn Abd Salam sebagaimana dikutip oleh Munawar 
menyatakan bahwa kata yang sama atau hampir sama maknanya 
dengan kata al-maṣlaḥah adalah kata al-khair (kebaikan), an-na‟fu 
(manfaat), al-khasanah (kebaikan), sedangkan kata yang sama dengan 
kata al-mafsadah adalah asy-syarr (keburukan), ad-darr (bahaya), dan 
kata as-sayyi‟ah untuk menunjukkan pengertian al-mafsadah. 
Pengertian maṣlaḥah secara etimologis ini, dengan kata kerjanya 
ṣaluha digunakan untuk menunjukkan jika sesuatu atau seseorang 
menjadi baik, tidak korupsi, benar, adil, shalih, jujur atau secara 
alternatif untuk menunjukkan keadaan yang mengandung kebajikan-
kebajikan tersebut. Ketika dipergunakan dengan preposisi  li, ṣaluha 
akan memberikan pengertian keserasian. Dalam pengertian 
rasionalnya, maṣlaḥah berarti sebab, cara, atau sesuatu yang bertujuan 
baik. Ia juga berarti sesuatu, permasalahan atau bagian dari urusan 
yang menghasilkan kebaikan atau sesuatu untuk kebaikan.
62
 
Pengertian maṣlaḥah  dalam bahasa Arab berarti “ perbuatan-
perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia “. Dalam artinya 
yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi 
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manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti 
menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak 
atau menghindarkan seperti menolak kemadharatan atau kerusakan. 
Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maṣlaḥah. Dengan 
begitu maṣlaḥah  itu mengandung dua sisi yang menarik atau 
mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan 
kemadharatan.
63
 
Dilihat dari segi batasan pengertiannya, al- maṣlaḥah terdapat 
dua pengertian yaitu „urf dan syara‟. „Urf yang dimaksud dengan al- 
maṣlaḥah ialah sebab yang melahirkan kebaikan dan manfaat. 
Sedangkan al- maṣlaḥah secara syara‟ ialah sebab yang membawa dan 
melahirkan maksud (tujuan) asy-syari‟ (kebaikan) yang ketentuan 
hukumnya tidak ada dalil yang menentukan kebolehan maupun 
larangan, baik maksud yang berkaitan dengan ibadah maupun 
muamalah.
64
 
Dalam mengartikan maslahah secara definitif terdapat perbedaan 
rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya 
sama, antara lain :
65
 
1. Al-Gazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maṣlaḥah itu 
berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan 
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menjauhkan madharat (kerusakan), namun hakikat dari maṣlaḥah 
adalah memelihara tujuan syara‟ (dalam menetapkan hukum). 
Sedangkan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum itu ada lima 
yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 
2. Al-Khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan 
definisi Al-Gazali, yaitu  memelihara tujuan syara‟ (dalam 
menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari 
manusia. Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi Al-Gazali 
dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu 
mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan 
berarti menarik kerusakan. 
3. Izzudin ibn Abd Salam sebagaimana yang dikutip oleh Amir 
Syarifuddin memberikan arti maṣlaḥah dalam bentuk hakikinya 
dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk 
majazinya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenanngan 
atau kenikmatan”. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada 
empat bentuk manfaat, yaitu kelezatan dan sebab-sebabnya serta 
kesenangan dan sebab-sebabnya. 
4.  Asy-Syatibi mengartikan maṣlaḥah itu dari dua pandangan, yaitu 
dari segi terjadinya maṣlaḥah dalam kenyataan dan dari segi 
tergantungnya tuntutan syara‟ kepada maṣlaḥah.  Dari segi 
terjadinya maṣlaḥah dalam kenyataan berarti sesuatu yang kembali 
kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai 
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apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aklinya secara 
mutlak. Sedangkan dari segi tergantungnya tuntutan syara‟ kepada 
maṣlaḥah, yaitu kemaslahatan yang merupakan tujuan dari 
penetapan hukum syara‟. Untuk menghasilkannya Allah menuntut 
manusia untuk berbuat. 
Dari beberapa definisi tentang maṣlaḥah dengan rumusan yang 
berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa maṣlaḥah itu adalah sesuatu 
yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan 
dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan 
dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum. Dari kesimpulan 
tersebut terlihat adanya perbedaan antara maṣlaḥah dalam pengartian 
bahasa (umum) dengan maṣlaḥah dalam pengertian bahasa merujuk 
pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya 
mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu.
66
 
Sedangkan pada maṣlaḥah dalam artian syara‟ yang menjadi titik 
bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya 
tujuan syara‟ yaitu memelihara jiwa, akal, agama, harta, dan 
keturunan, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia 
yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.
67
  
Kemaslahatan dilihat dari sisi syariah bisa dibagi tiga, ada yang 
wajib melaksanakannya, ada yang sunah melaksanakannya, dan ada 
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pula yang mubah melaksanakannya. Demikian pula kemafsadatan, ada 
yang haram melaksanakan dan ada yang makruh melaksanakannya. 
Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah 
satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling 
maslahat.
68
  
Hal ini sesuai dengan Al-Quran, yaitu :      
    ........اَهِنَسْحَِاب اوُذُخَْاي َكَمْو َق ْرَُماَو 
Artinya : “perintahkanlah kepada umatmu untuk mengambil jalan 
yang paling baik”. (QS. Al A‟raf : 145)69 
 
Demikian pula sebaiknya apabila menghadapi mafsadah pada 
waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling 
buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, 
maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih banyak  
(lebih kuat), dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka 
menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak 
mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan.
70
 Hal ini sesuai dengan 
kaidah :         
 ِعْف َّ نلا ِبْلَج ْنِم ئَلْوَا ِرَرَّظلا ُعْفَد   
Artinya : “menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih 
kemaslahatan”.71 
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Atau kaidah   
 ِملا ُعْفَد ِحِلَصَملا ِبْلَج ئَلَع ٌم َّدَقُم ِدِساَف   
Artinya : “ menolak mafsadah didahulukan daripada meraih 
maslahat”.72 
 
Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia 
dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan- 
kebiasaan manusia . sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta 
kemafsadatan dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan 
syariah, yaitu melalui dalil syara‟ baik Al Quran dan Sunnah, Ijma, 
Qiyas yang diakui (mu‟tabar) dan istislah yang shahih (akurat).73 
2. Macam -  Macam  Maṣlaḥah  
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa maṣlaḥah dalam artian 
syara‟ bukan hanya didasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai 
baik buruknya sesuatu, bukan pula karena dapat mendatangkan 
kenikmatan dan menghindarkan kerusakan, tetapi lebih jauh dari itu, 
bahwa apa yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan 
tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum yaitu memelihara lima prinsip 
pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan 
harta.
74
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Misalnya larangan  meminum  minuman keras. Adanya larangan 
ini menurut akal sehat mengandung kebaikan atau maṣlaḥah karena 
dapat menghindarkan diri dari kerusakan akal dan mental. Hal ini telah 
sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan haramnya minuman 
keras yaitu memelihara akal manusia sebagai salah satu dari lima 
prinsip pokok kehidupan manusia yang harus dipelihara. Kekuatan 
maṣlaḥah dapat dilihat dari segi tujuan syara‟ dalam menetapkan 
hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan 
lima prinsip pokok bagi kehidupan  manusia, yaitu agama, akal, jiwa, 
harta dan keturunan. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan 
tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.
75
  
1. Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum, 
maslahah ada 3 macam, yaitu maṣlaḥah ḍaruriyah, maṣlaḥah 
hajiyah, dan maṣlaḥah tahsiniyah.76  
a. Maṣlaḥah Ḍaruriyah 
Adapun kemaslahatan yang keberadaannya sangat 
dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan 
manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip 
yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung 
maenjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut 
adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri. Karena itu 
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Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi 
pemenuhan kebutuhan pokok tersebut.
77
 
Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju 
pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknyaa satu di antara 
lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah 
melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah 
tersebut adalah baik atau maslahah dalam tingkat dharuri. 
Dalam hal ini, Allah melarang murtad untuk memelihara 
agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang 
minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang 
berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri 
untuk memelihara harta.
78
 
b. Maṣlaḥah hajiyah 
Adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup 
manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk 
kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan 
kebutuhan pokok yang lima (dharuri), tetapi secara tidak 
langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal memberi 
kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 
Maṣlaḥah hajiyah juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan 
manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya 
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lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung 
memang bisa mengakibatkan perusakan.
79
 
Contohnya maṣlaḥah hajiyah adalah menuntut ilmu 
agama untuk tegaknya agama, akan untuk kelangsungan hidup, 
mengasah kemampuan otak untuk sempurnanya akal, 
melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu 
merupakan perbuatan baik atau maṣlaḥah dalam tingkat haji. 
Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan 
berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan 
pokok, seperti menghina agama berdampak pada memelihara 
agama, mogok makan pada memelihara jiwa, minum dan 
makan yang merangsang pada memlihara akal, melihat aurat 
dalam memelihara keturunan, dan menipu akan berdampak 
pada memlihara harta. Semuanya adalah perbuatan buruk yang 
dilarang, dan menjauhi larangan tersebut adalah baik atau 
maṣlaḥah  dalam tingkat haji.80 
Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung 
akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima 
kebutuhan pokok, seperti menghina agama berdampak pada 
memelihara agama, mogok makan pada memelihara jiwa, 
minum dan makan yang merangsang pada memelihara akal, 
melihat aurat dalam pada memelihara keturunan, dan menipu 
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berdampak pada memelihara harta. Semuanya adalah perbuatan 
buruk yang dilarang, menjauhi larangan tersebut adalah baik 
atau maṣlaḥah dalam tingkat haji.81 
c. Maṣlaḥah  Tahsiniyah 
Adalah maṣlaḥah yang kebutuhan hidup manusia 
kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai 
tingkat haji, namun kebutuhan  tersebut perlu dipenuhi dlam 
rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup 
manusia. Maṣlaḥah dalam bentuk tahsini tersebut, juga 
berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.
82
 
2. Berdasarkan cakupannya menurut jumhur ulama, maslahah dibagi 
menjadi tiga bagian, yaitu :
83
 
a. Al-Maṣlaḥah yang berkaitan dengan semua orang, seperti 
menjatuhkan hukuman mati terhadap pembuat bid‟ah 
merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan semua 
orang, karena sebab akibat perbuatannya dapat menimbulkan 
kemadharatan bagi semua orang.
84
 
b. Al-Maṣlaḥah  yang berkaitan dengan mayoritas orang, seperti 
orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk 
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dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, apabila barang 
tersebut dirusakkannya maka ia wajib menggantinya.
85
 
c. Al-Maṣlaḥah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu 
(khusus), seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar 
hakim menetapkan keputusan fasakh karena suaminya 
dinyatakan hilang. Maṣlaḥah ini kemungkinan jarang terjadi.86 
3. Dari adanya keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal 
itu dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum, maṣlaḥah itu 
disebut juga dengan munasib atau keserasian maṣlaḥah dengan 
tujuan hukum. Maṣlaḥah dalam artian munasib itu dari segi 
pembuat hukum (Syari‟) memerhatikannya atau tidak,  maṣlaḥah 
terbagi kepada tiga macam, yaitu :
87
 
a. Maṣlaḥah  mu‟tabarah 
Yaitu maṣlaḥah yang diperhitungkan oleh Syari‟. 
Maksudnya ada petunjuk dari Syari‟, baik langsung maupun 
tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya 
maṣlaḥah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari 
langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap maslahah 
tersebut. Maslahah terbagi menjadi dua, yaitu munasib 
mu‟atstsir dan  munasib mulaim. Munasib mu‟atstsir  yaitu ada 
petunjuk langsung dari pembuat hukum (Syari‟) yang 
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memerhatikan maslahah tersebut. Maksudnya, ada petunjuk 
syara‟ dalam bentuk nash atau ijma‟ yang menetapkan bahwa 
maṣlaḥah  itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.88  
Contoh dalil nash yang menunjuk langsung kepada 
maṣlaḥah, misalnya tidak baiknya mendekati perempuan yang 
sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini 
disebut maslahah karena menjauhkan diri dari kerusakan atau 
penyakit. Contoh dalil yang menunjuk langsung kepada 
maṣlaḥah  dalam bentuk ijma‟, misalnya menetapkan adanya 
kewalian ayah terhadap harta anak-anak dengan  illat “belum 
dewasa”. Adanya hubungan “belum dewasa” dengan hukum 
perwalian adalah maslahah atau munasib, dalam hal ini ijma‟ 
semdiri yang mengatakan demikian.
89
 
Sedangkan munasib mualim yaitu tidak ada petunjuk 
langsung dari syara‟ baik dalam bentuk nash atau ijma‟ tentang 
perhatian syara‟ terhadap maslahah tersebut, namun secara 
tidak langsung ada. Maksudnya meskipun syara‟ secara tidak 
langsung menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk 
menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk 
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syara‟ bahwa keadaan itulah yang ditetapkan syara‟ sebagai 
alasan untuk hukum yang sejenis.
90
 
Misalnya, berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak 
gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu belum dewasa. 
Belum dewasa ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis 
dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. 
Demikian juga pada masalah bolehnya jama‟ sholat bagi orang 
yang muqim karena hujan. Keadaan hujan itu memang tidak 
pernah dijadikan alasan untuk hukum jama‟ shalat, namun 
syara‟ melalui ijma‟ menetapkan keadaan yang sejenis dengan 
hujan yaitu dalam perjalanan (safar) menjadi alasan untuk 
bolehnya jama‟ shalat. Dari uraian di atas tampak bahwa pada 
bentuk maṣlaḥah yang dalilnya tidak langsung itu masih ada 
perhatian syara‟ kepada maslahah tersebut, meskipun sangat 
kecil.
91
 
b. Maṣlaḥah  al-Mulgah (maṣlaḥah  yang ditolak) 
Yaitu maṣlaḥah  yang dianggap baik oleh akal, tetapi 
tidak diperhatiakn oleh syara‟ dan ada petunjuk syara‟ yang 
menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah 
sejalan dengan tujuan syara‟, namun ternyata syara‟ 
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menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut 
oleh maṣlaḥah  itu.92 
Misalnya seorang raja atau orang kaya yang melakukan 
pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari 
bulan ramadhan. Untuk orang ini sanksi yang paling baik 
adalah di susruh puasa dua bulan berturut- turut, karena cara 
inilah yang diperkirakan akan membuatnya jera melakukan 
pelanggaran, pertimbangan ini memang baik dan masuk akal, 
bahkan sejalan dengan tujuan Syari‟ dalam menetapkan hukum, 
yaitu menjerakan orang dalam melakukan pelanggaran. Namun 
apa yang dianggap baik oleh akal ini, ternyata tidak demikian 
menurut Syari‟, bahkan ditetapkan hukum berbeda dengan itu, 
yaitu harus memerdekakan hamba sahaya, meskipun sanksi ini 
bagi orang kaya atau raja dinilai kurang relevan untuk dapat 
membuat jera.
93
 
Contoh lain misalnya, di masa kini masyarakat telah 
mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya 
dengan laki laki. Oleh karena itu akal menganggap baik atau 
maslahah untuk menyamakan hak perempuan dengan laki laki 
dalam memperoleh harta warisan. Hal ini pun sejalan dengan 
tujuan ditetapkannya hukum waris oleh Allah untuk 
memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang 
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berlaku  pada laki-laki. Namun hukum Allah telah jelas dan 
ternyata berbeda dengan apa yag dikira baik oleh aka itu, yaitu 
hak waris anak laki laki adalah dua kali lipat hak anak 
perempuan sebagaimana ditegaskan dalam QS An Nisa  ayat 
11, dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki laki 
sebesar dua kali hak saudara perempuan sebagaimana 
ditegaskan dalam surat An Nisa ayat 176.
94
 
c. Maṣlaḥah al Mursalah 
Maṣlaḥah ini biasa disebut dengan istishlah, yaitu apa 
yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara‟ 
dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara‟ 
yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk syara‟ 
yang menolaknya. Jumhur ulama sepakat untuk menggunakan 
maṣlaḥah mu‟tabarah. Sebagaimana juga mereka sepakat 
dalam menolak maṣlaḥah mulgah.  Menggunakan metode 
maṣlaḥah mursalah dalam berijtihad ini menjadi perbincangan 
yang berkepanjangan di kalangan ulama.
95
 
3. Arti  Maṣlaḥah  Mursalah 
Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan 
keduanya dalam bentuk sifat mauṣuf, atau dalam bentuk khusus yang 
menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al- maṣlaḥah. Tentang 
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arti maṣlaḥah telah dijelaskan di atas, secara etimologi (bahasa) dan 
terminologi (istilah).
96
 
Al Mursalah adalah isim  maf‟ul (objek) dari fi‟il madhi (kata 
dasar) dalam bentuk  (kata dasar yang tiga huruf), yaitu لسر dengan 
penambahan huruf “alif” dipangkalnya, sehingga menjadi  لسراِ ِ  secara 
etimologi atau bahasa artinya “terlepas”, atau dalam arti  هقلطم  bebas. 
Kata “terlepas” dan “bebas” disini bila dihubungkan dengan kata 
mashlahah maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang 
menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.
97
 
Ada beberapa rumusan yang berbeda tentang maṣlaḥah mursalah 
ini, namun masing masing memiliki kesamaan dan kedekatan 
pengertiannya. Dintara definisi tersebut adalah sebagai berikut :
98
 
1. Al Gazali dalam  kitab al mustaṣfa merumuskan m maṣlaḥah 
mursalah ialah “ apa apa (maṣlaḥah) yang tidak ada bukti baginya 
dari syara‟ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan 
tidak ada yang memerhatikannya.” 
2. Abdul Wahab Khalaf memberi rumusan berikut “maṣlaḥah 
mursalah ialah maṣlaḥah  yang tidak ada dalil syara‟ datang untuk 
mengakui atau menolaknya.” 
                                                          
       
96
 Kutbudin Aibak, Metodologi Pembaruan Hukum Islam, (Yogyakarta : Pustaka 
Pelajar,2008),    hlm. 199  
       
97
 Ibid., hlm. 199 - 200 
       
98
 Ibid., hlm. 200 
57 
 
 
 
3. Muhammad Abu Zahroh memberi definisi “maṣlaḥah  yang selaras 
dengan dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu 
yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. 
4. Jalaludin Abdurahman memberi rumusan yang lebih luas 
“maṣlaḥah  yang selaras dengan tujuan Syari‟ (pembuat hukum) 
dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang 
pengakuannya atau penolaknnya.” 
Dalam kaitan ini, Asy Syaukani tidak menyebutkan dafinisi 
maṣlaḥah mursalah karena dipandangnya telah cukup jelas karena 
maṣlaḥah cukup lazim dipakai dalam masyarakat, namun ketika 
membicarakan munasabah dalam mencari  „illah qiyas, ia melihat 
bahwa maṣlaḥah itu sebagai sesuatu yang cocok bagi manusia, karena 
membawa manfaat dan menjauhkan dari mafsadat. Ia juga 
menyebutkan bahwa istilah istiṣlah disebut Imam Al Haramain al 
Juwaini dan Ibn as Sam „ani dengan istilah al- istidlal al mursal.99 
Selain definisi diatas masih banyak definisi lainnya tentang 
maṣlaḥah mursalah, namun karena pengertiannya hampir bersamaan 
maka tidak perlu dikemukakan semuanya. Memang terdapat rumusan 
yang berbeda, namun perbedaannya tidak  sampai pada perbedaan 
hakikatnya. Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik 
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kesimpulan tentang hakikatnya dari maṣlaḥah mursalah tersebut 
sebagai berikut :
100
 
a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan 
dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi 
manusia, 
b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dengan tujuan syara‟ 
dalam menetapkan hukum. 
c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara‟ 
tersebut tidak ada petunjuk syara‟ secara khusus yang menolaknya, 
juga tidak ada petunjuk syara‟ yang mengakuinya. 
Maṣlaḥah mursalah sebagaimana yang disebutkan diatas dan 
dalam beberapa literatur disebut dengan “maṣlaḥah muṭlaqah” , juga 
ada yang menyebutnya dengan “ munasib mursal” atau istidlal mursal, 
juga ada yang menamainya dengan al istiṣlah. Walaupun begitu, 
perbedaan penamaan ini tidak sampai membawa kepada perbedaan 
pada hakikat pengertiannya.
101
 
5. Maṣlaḥah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad 
Diatas telah disinggung bahwa maṣlaḥah mursalah  itu ada tiga 
macam, yaitu maṣlaḥah al mu‟tabarah, maṣlaḥah al mulgah, dan 
maṣlaḥah al mursalah. Jumhur ulama sepakat dalam menggunakan 
maṣlaḥah al mu‟tabarah, namum tidak menempatkannya sebagai dalil 
dan metode yang berdiri sendiri. Ia digunakan karena adanya petunjuk 
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syara‟ yang mengakuinya, baik secara langsung atau tidak . 
pengakuan akan maṣlaḥah mursalah dalam bentuk ini sebagai metode 
ijtihad karena adanya petunjuk syara‟ tersebut. Ia diamalkan dalam 
rangka pengamalan qiyas.
102
 
Demikian pula terdapat kesepakatan ulama untuk tidak 
menggunakan maṣlaḥah al mulgah dalam berijtihad, karena meskipun 
ada maṣlaḥahnya menurut akal dan dianggap sejalan pula dengan 
tujuan syara‟, namun bertentangan dengan dalil yang ada. Menurut 
jumhur ulama, bila terdapat pertentangan antara nash dan maslahah, 
maka nash harus didahulukan. Tetapi ath Thufi sebagaimana yang 
dinukilkan oleh Khallaf berpendapat bahwa bila nash dan ijma‟ 
sejalan dengan pertimbangan untuk memelihara maṣlaḥah, maka 
maṣlaḥah tersebut dapat diamalkan karena dalam hal ini ada tiga 
unsur yang mendukungnya untuk dijadikan ketetapan hukum , yaitu 
nash, ijma‟ dan maṣlaḥah. Namun bila nash dan ijma‟ menyalahi 
pertimbangan maslahah tersebut, maka harus didahulukan 
pertimbangan untuk maslahah daripada nash dan ijma‟. Tentunya 
yang dimaksud di sini adalah nash yang lemah atau zhanni dari segi 
wurudnya dan dari segi dilalahnya. Demikian pula yang dimaksud 
dengan ijma‟ disini kiranya adalah ijma‟ yang lemah.103 
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Lebih dari itu, apabila kemaslahatan manusia menjadi maksud     
syara‟, maka maslahat itu terkandung dalam syari‟ah islamiyah. 
Sehubungan dengan kemaslahatan duniawi ini dalam kaitannya dengan 
nash nash syariat ada tiga pendapat, yaitu :
104
 
1. Ulama yang menetapkan bahwa nash nash syara‟ tidak bisa 
diketahui kecuali semata mata dari segi zhahirnya. Sehingga disini 
mereka hanya mengakui maslahat yang secara tersurat ditegaskan 
dalam nash, dan tidak mau menerima apa yang tersirat. Mereka 
dikenal dengan maẓhab zhahiry dan logis apabila mereka menolak 
qiyas.    
2. Ulama yang mengambil maslahat dari apa yang tersirat yaitu 
dengan mengetahui „illat, maksud dan tujuannya, dengan syarat 
apabila ada dalil atau nash khusus yang merupakan buktinya. Oleh 
karena itu dalil atau nash khusus yang merupakan buktinya. 
3. Ulama - ulama yang menetapkan bahwa kemaslahatan adalah 
termasuk kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari‟ah islamiyah, 
baik kemaslahatan yang diketahui secara eksplisit maupun implisit 
dari nash nash syara', baik diambil dari dalil dalil yang „am 
maupun dalil yang khas. 
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa sikap ulama 
mengenai penggunaan maṣlaḥah mursalah dalam berijtihad terbagi 
menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok yang menolak 
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penggunaan maslahah mursalah yang oleh al Amidi digolongkan 
kepada mayoritas (jumhur) ulama. Kedua, kelompok yang menerima 
kemungkinan melakukan ijtihad dengan menggunakan maṣlaḥah 
mursalah. Adapun syarat syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan 
menggunakan maṣlaḥah mursalah, diantaranya :105 
a. Maṣlaḥah mursalah itu adalah maṣlaḥah yang hakiki dan bersifat 
umum, dalam arti bahwa maṣlaḥah mursalah itu dapat diterima 
oleh akal sehat dan benar benar mendatangkan manfaat bagi 
manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh. 
b. Yang akal sehat sebagai suatu maṣlaḥah yang hakiki benar benar 
telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara‟ dalam menetapkan 
setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. 
c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu maṣlaḥah yang hakiki dan 
telah sejalan dengan tujuan syara‟ dalam menetapkan hukum itu 
tidak berbenturan atau tidak bertentangan dengan dalil syara‟ yang 
telah ada, baik dalam bentuk nash Al Qur‟an dan Sunnah, maupun 
ijma‟ terdahulu. 
d. Maṣlaḥah mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang 
memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan 
dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, 
dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan kesulitan. 
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BAB III 
ATURAN PERIKLANAN DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 8 
TAHUN 1999 DAN MAṢLAḤAH MURSALAH 
 
A. Deskripsi Data Iklan Nasional, Lokal, Primer dan Selektif 
1. Data Iklan Nasional 
a. Iklan Produk XL 
 
XL merupakan salah satu provider yang sudah terkenal di 
Indonesia, dimana provider ini sudah beroperasi sejak puluhan 
tahun lalu. Persaingan antar provider  membuat perusahaan 
berlomba-lomba melakukan promosi, tidak terkecuali XL. XL 
banyak membuat iklan untuk mempromosikan produknya salah 
satunya seperti contoh gambar diatas. 
106
 
Iklan diatas memuat informasi tentang tarif penggunaan   
untuk sms, dimana dalam iklan tersebut menggunakan kata 
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“gratis” untuk tarif sms ke semua operator  untuk setiap 
harinya dari pukul 00.00 – 17.00. Iklan tersebut diperankan oleh 
seorang perempuan yang mengenakan pakaian terbuka dengan 
memegang handphone. Iklan ini termasuk iklan nasional karena 
tayang di seluruh wilayah Indonesia melalui televisi.
107
 
b. Iklan Produk HIT 
 
Produk HIT merupakan produk anti nyamuk yang sudah 
ada sejak beberapa tahun lalu. Hingga sekarang ini, sudah banyak  
iklan produk HIT terutama iklan di televisi, produk ini masuk ke 
dalam jenis iklan nasional karena bisa dilihat di seluruh  wilayah 
Indonesia. Iklan produk ini pada awalnya menceritakan tentang 
salah satu cara dalam menjaga perilaku hidup sehat adalah 
menjaga diri dari gigitan nyamuk. Perlu diketahui bahwa 
sedikitnya ada 5 penyakit yang dapat disebabkan oleh gigitan 
nyamuk antara lain malaria, demam berdarah, chikungunya, 
penyakit kaki kuning / kaki gajah.
108
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Hampir semua tempat bisa dijadikan nyamuk sebagai 
tempat hidup dan pertumbuhannya sehingga sangat sulit untuk 
memberantas nyamuk 100 persen dalam hidup kita. Karena itu 
salah satu cara yang paling efektif untuk menghindari gigitan 
nyamuk disarankan unuk menggunakan produk hit ini. Iklan 
tersebut juga menampilkan varian produk hit, antara lain hit obat 
nyamuk semprot, hit obat nyamuk elektrik, dan hit obat nyamuk 
bakar. Semua produk tersebut diklaim ampuh untuk mematikan 
nyamuk dengan semua keunggulan yang dimilikinya. Dalam 
semua iklan produk ini hanya menampilkan dan menonjolkan  
keunggulan produk saja tanpa memberikan informasi mengenai 
efek samping dari penggunaan produk tersebut.
109
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2. Data Iklan Lokal 
a. Iklan Jamu Tetes Bio7 
 
 
Iklan di atas merupakan iklan lokal karena iklan ini hanya 
ada di daerah tertentu saja. Dalam iklan tersebut cukup banyak 
informasi yang disampaikan, seperti komposisi dari jamu tersebut 
yaitu temulawak, daun pandan, daun salam, daun gambir, bunga 
krisan, bunga mawar, bawang putih, kulit buah manggis, akar 
alang-alang, tebu, biji jinten hitam, beras ketan hitam dan tepung 
beras putih. Selain itu juga memuat informasi tentang kegunaan 
dari jamu tersebut yaitu membantu memelihara daya tahan tubuh  
dengan anjuran konsumsi 2 kali sehari sebanyak 15 tetes. 
110
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Kemudian cara penyimpanannya, disimpan ditempat yang 
kering, sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung dengan 
suhu dibawah 30 derajat celcius. Yang paling akhir juga 
dicantumkan perhatian dan peringatan dalam mengkonsumsi obat 
tersebut namun tidak dicantumkan efek samping yang akan 
timbul apabila mengkonsumsi jamu tersebut. 
b. Iklan Bengkel Motor 
 
Iklan diatas merupakan iklan lokal karena hanya mencakup 
wilayah tertentu saja. iklan ini termasuk iklan yang menawarkan 
jasa, yaitu jasa bengkel yang khusus melayani service mobil, 
mesin diesel, diesel, test injection pump/bospom, test nozzle, 
turun mesin mobil, diesel, tune up mobil diesel. Dalam iklan 
tersebut juga dicantumkan daftar harga jasa, untuk jasa test 
bospom/ injection pum rotary sebesar 175 ribu rupiah, jasa 
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service test sejajar/ in line sebesar 200 ribu rupiah, dan test nozzle 
per buahnya sebesar 10 ribu rupiah. Iklan tersebut juga dilengkapi 
dengan alamat bengkel serta nomor dan akun media sosial yang 
akan sangat memudahkan pelanggan mencari informasi tentang 
bengkel tersebut.
111
 
 
3. Data Iklan Primer dan Selektif 
a. Iklan Produk Hilo 
 
Iklan ini termasuk ke dalam iklan primer selektif yang 
artinya, iklan yang dirancang yang dirancang untuk mendorong 
permintaan terhadap suatu jenis produk atau keseluruhan industri. 
Dengan kata lain untuk meningkatkan minat masyarakat membeli 
produk tersebut. Hilo adalah merek susu yang diproduksi oleh 
perusahaan Nutrifood Indonesia.  Merek hilo terdiri dari beberapa 
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jenis produk dan umumnya, semua produk yang dikeluarkan 
mengutamakan sifat tinggi kalsium dan rendah lemak. Produk 
hilo dibagi menjadi beberapa ragam, yaitu hilo active yang khusus 
untuk usia 19-50 tahun.
112
  
Kemudian hilo gold yang diperuntukkan untuk usia 51 
tahun ke atas, hilo soleha yang diperuntukkan bagi wanita 
berhijab dengan kandungan vitamin D yang lebih tinggi. Hilo 
joint yaitu satu-satunya produk hilo yang bukan susu, produk ini 
dinyatakan oleh BPOM sebagai suplemen makanan, kemudian 
hilo teen diperuntukan untuk remaja dengan kandungan kalsium 
yang lebih tinggi. Yang terakhir adalah hilo school yang 
diperuntukkan bagi anak sekolah untuk pertumbuhan dan 
perkembangan anak. Dalam iklan-iklan hilo yang sudah tayang 
dak nampak berlebihan baik dalam penggunaan kata- katanya 
ataupun ti dalam perilaku model dalam iklan tersebut.
113
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b. Iklan Produk Yakult 
 
Iklan ini termasuk ke dalam iklan primer selektif iklan yang 
artinya, iklan  yang dirancang untuk mendorong permintaan 
terhadap suatu jenis produk atau keseluruhan industri. Dengan 
kata lain untuk meningkatkan minat masyarakat membeli produk 
tersebut. Dalam iklan tersebut, model iklan memperkenalkan 
produk yakult adalah suplemen makanan yang berbentuk 
minuman probiotik, yakult mengandung bakteri baik yang 
biasanya hidup secara alami di usus manusia. 
114
 
Yakult juga mengklaim bisa membantu meningkatkan 
jumlah bakteri baik dalam saluran pencernaan sehingga 
menyulitkan bakteri jahat untuk berkembang biak dan 
menyebabkan infekksi. Dalam iklan juga disampaikan bahwa 
produk ini bisa dikonsumsi anak-anak  hingga orang dewasa. 
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Selain itu juga disarankan untuk diminum setiap hari sebagai 
tambahan suplemen makanan.
115
 
 
B. Aturan Periklanan Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Lebih lanjut, UUPK menetapkan  larangan- larangan bagi pelaku 
usaha yang berujung pada kerugian konsumen. Pelanggaran terhadap  
larangan – larangan tersebut merupakan tindak pidana. Pelaku usaha 
dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan atau jasa 
yang: 
116
  
1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan. 
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau neto, dan jumlah 
hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 
tersebut. 
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam 
hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. 
4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 
sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang 
dan atau jasa tersebut. 
                                                          
       
115
 Ibid. 
       
116
 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 
2013), hlm. 53 
71 
 
 
 
5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, 
gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam 
label. 
6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, iklan, atau 
promosi. 
7) Tidak mencantumkan tanggal kadaliwarsa atau jangka penggunaan / 
pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut. 
8) Tidak mengikuti ketentuan produksi secara halal sebagaimana 
pernyataan dalam label. 
9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih, komposiis, aturan 
pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, alamat pelaku usaha 
serta keterangan lain yang menurut ketentuan harus dipasang. 
10) Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan  barang 
dalam bahasa Indoneisa dengan ketentuan yang berlaku. 
Pelaku usaha dilarang untuk memperdagangkan, menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan jasa secara tidak benar 
dan atau seolah- olah :
117
 
1) Barang tersebut telah memenuhi atau memiliki potongan harga 
khusus, standart mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakterisitik 
tertentu, sejarah atau guna tertentu. 
2) Barang tersebut dalam keadaan baik atau baru. 
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3) Barang atau jasa telah mendapat atau memiliki sponsor, persetujuan, 
perlengkapan tertentu, keuntungan dan aksesoris tertentu. 
4) Barang atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor, persetujuan dan afiliasi. 
5) Barang atau jasa tersebut tidak tersedia. 
6) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi. 
7) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu. 
8) Barang berasal dari daerah tertentu. 
9) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/dan 
atau jasa lain. 
10) Menggunakan kata-kata berlebihan, seperti aman,tidak berbahaya, 
tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang 
lengkap. 
11) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji belum pasti.  
Pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa yang ditujukan 
untuk diperdagangkan dilarang menawrkan, mempromosikan, 
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau 
menyesatkan mengenai :
118
 
1) Harga atau tarif barang/jasa. 
2) Kegunaan barang/jasa 
3) Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu 
barang/jasa. 
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4) Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan.  
5) Bahaya penggunaan barang dan atau jasa.  
Selain itu, pelaku usaha juga juga dilarang  memproduksi iklan 
yang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu 
penerimaan barang dan/atau jasa, mengelabui  jaminan/ garansi terhadap 
barang dan/atau jasa, memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak 
tepat mengenai barang dan/atau jasa, tidak memuat informasi mengenai 
resiko pemakaian barang dan/atau jasa, mengeksploitasi kejadian 
dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang 
bersangkutan, melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang 
undangan mengenai periklanan.
119
 
 
C. Aturan Periklanan Dalam Maṣlaḥah Mursalah 
Menurut maṣlaḥah mursalah, iklan harus memberikan manfaat 
bagi konsumen dan menghindari kerugian bagi konsumen. Salah satunya 
adalah memberikan informasi yang jelas mengenai dampak yang akan 
ditimbulkan dari pemakaian produk yang diiklankan, bahkan sama sekali 
tidak memuat informasi mengenai resiko pemakaiannya. Seperti iklan 
obat nanti yamuk semprot yang menimbulkan korban, kejadian dialami 
oleh seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual dan 
muntah setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat anti 
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nyamuk HIT. Setelah dilarikan ke rumah sakit, dokter menyatakan bahwa 
korban benar mengalami keracunan akibat obat anti nyamuk tersebut. 
Dalam hal ini iklan produk HIT sangat merugikan konsumen karena 
tidak menjelaskan secara lengkap mengenai resiko dan penggunaan 
produk yang diiklankan.
120
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 BAB IV 
ANALISIS 
 
A. Analisis Aturan Periklanan Dalam Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen 
Pelaku usaha dalam menjalankan usaha salah satunya diatur dalam 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
Undang-undang tersebut memuat mengenai hak dan  kewajiban baik untuk 
konsumen maupun pelaku usaha, salah satunya juga memuat perbuatan 
yang dilarang bagi pelaku usaha. Hal ini berutujuan agar pelaku usaha 
mengerti apa yang menjadi hak, kewajiban dan perbuatan yang dilarang 
dalam menjalankan kegiatan usaha mereka.  
Kenyataannya tidak semua pelaku usaha mengerti tentang hal 
tersebut sehingga masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran yang 
kemudian menimbulkan kerugian terutama bagi konsumen.  Pentingnya 
kepedulian yang dimiliki oleh pelaku usaha kepada konsumen  seharusnya 
menjadi tujuan utama untuk  mendapatkan rasa puas dan kepercayaan dari 
konsumen. 
Pelanggaran – pelanggaran yang dimaksud bisa dalam bentuk tidak 
melaksanakan apa yang telah diwajibkan dalam peraturan perundang-
undangan atau sebaliknya melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang 
sebagaimana diatur dalam bab iv mengenai perbuatan yang dilarang bagi 
pelaku usaha pasal 8 sampai 17 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 
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Tentang Perlindungan Konsumen. Berikut adalah beberapa contoh 
iklan yang akan di analisis : 
1. Iklan Produk XL 
Menurut penulis, iklan XL tersebut tidak sesuai dengan aturan 
periklanan dalam Undang – Undang Perlindungan Konsumen pasal 10 
huruf a yang mengatakan bahwa “ pelaku usaha di larang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 
benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang 
dan/atau jasa”. Hal ini dikarenakan dalam iklan tersebut tidak 
dicantumkan berapa tarif yang sebenarnya dan menggunakan kata 
“gratis” untuk menarik konsumen, namun dalam kenyataannya masih 
dikenakan biaya tambahan. Selain itu iklan tersebut juga bisa 
dikatakan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai harga. Iklan 
yang seperti ini juga bisa merugikan konsumen karena membuat 
konsumen merasa tertipu. Dan juga membuat produk itu sendiri  
kurang medapat kepercayaan dari konsumen. 
2. Iklan Produk HIT 
Menurut penulis, iklan produk HIT tersebut kurang sesuai 
dengan aturan periklanan yang ada dalam Undang- Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 huruf d, yang berbunyi “ 
pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat 
informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa”. Bisa 
dikatakan demikian karena dalam iklan tersebut sama sekali tidak 
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menyampaikan informasi mengenai bahaya yang ditimbulkan produk 
tersebut. Selain melanggar pasal mengenai periklanan, iklan tersebut 
juga melanggar pasal 7 ayat 2 mengenai kewajiban pelaku usaha untuk  
memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan 
penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
Iklan di atas sangat merugikan konsumen karena dapat 
membahayakan konsumen yang menggunakan barang tersebut. Hal ini 
juga tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 1 bahwa konsumen berhak atas 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa. Juga dalam pasal 4 ayat 2 bahwa konsumen 
berhak atas iformasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa. 
3. Iklan Jamu Tetes Bio7 
Menurut penulis, iklan produk Jamu tersebut kurang sesuai 
dengan aturan periklanan yang ada dalam Undang- Undang 
Perlindungan Konsumen pasal 17 ayat 1 huruf d, yang berbunyi “ 
pelaku usaha dilarang memproduksi iklan yang tidak memuat 
informasi mengenai resiko pemakaian barang dan/atau jasa”. Bisa 
dikatakan demikian karena dalam iklan tersebut sama sekali tidak 
menyampaikan informasi mengenai efek samping yang ditimbulkan 
produk tersebut. Selain melanggar pasal mengenai periklanan, iklan 
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tersebut juga melanggar pasal 7 ayat 2 mengenai kewajiban pelaku 
usaha untuk  memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. 
4. Iklan Bengkel Motor 
Menurut Penulis, iklan bengkel tersebut sudah sesuai dengan 
aturan periklanan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 
karena pelaku usaha sudah memberikan informasi yang lengkap dan 
jelas mengenai bengkelnya 
5. Iklan Produk Hilo 
Menurut Penulis, iklan produk hilo sudah sesuai dengan aturan 
periklanan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena 
iklan tersebut tidak berlebihan dalam memberikan pernyataan. Hal ini 
sesuai dengan pasal yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh 
berlebihan dan jujur dalam memberikan informasi. 
6. Iklan Produk Yakult 
Menurut Penulis, iklan produk yakult sudah sesuai dengan aturan 
periklanan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena 
iklan tersebut tidak berlebihan dalam memberikan pernyataan. Hal ini 
sesuai dengan pasal yang menyatakan bahwa pelaku usaha tidak boleh 
berlebihan dan benar dalam memberikan informasi.     
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B. Analisis Aturan Periklanan Dalam Undang – Undang Perlindungan 
Konsumen Berdasarkan Maṣlaḥah Mursalah 
Seperti telah dibahas tentang aturan periklanan apabila dilihat dari 
segi pisau analisis, penulis menggunakan maṣlaḥah mursalah. Membahas 
aturan periklanan yang dilakukan oleh pelaku usaha, dalam hukum ini 
tentunya sangat relevan dengan istilah maslahah mursalah, yang 
merupakan salah satu metode yang dikembangkan oleh ulama uṣul fiqh 
dalam mengistimbatkan hukum dari nash, yaitu suatu kemaslahatan yang 
tidak ada nash yang mendukung dan tidak ada yang menolaknya dan tidak 
ada pula ijma‟  yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini di dukung 
oleh sejumlah nash melalui istiqra‟ (induksi dari sejumlah nash). 
Aturan periklanan menurut ajaran Islam termasuk masalah 
ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak 
dijelaskan di dalam Al-Qur‟an dan Sunnah secara jelas. Sehingga, apabila 
aturan periklanan dikaitkan dengan konsep maṣlaḥah mursalah sangat 
relevan karena sebuah informasi jika dikaitkan dengan maṣlaḥah mursalah 
sudah memenuhi syarat untuk menjadikannya berpedoman kepada 
maslahah mursalah maka harus memenuhi beberapa syarat yakni sesuatu 
yang bersifat umum, yang tidak ada dan tidak dijelaskan dalam Al-Quran, 
Sunnah, ijma‟ dan qiyas, sesuatu yang sifatnya tidak samar-samar dan 
tidak  ada dalil yang menolaknya. 
Aturan periklanan termasuk dalam hal yang sangat penting bagi 
konsumen karena hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan 
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oleh pelaku usaha terkait iklan produknya.  Terlebih lagi sekarang ini 
banyak bermunculan iklan-iklan yang tidak sesuai atau melanggar 
peraturan yang berlaku, tentunya hal ini sangat merugikan konsumen. Jika 
permasalahan ini dikaitkan dengan maṣlaḥah mursalah yang artinya 
adalah (kesejahteraan umum), yakni yang dimutlakkan, (maslahah yang 
bersifat umum). Menurut istilah yaitu maṣlaḥah  dimana Syar‟i tidak 
mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah itu, juga tidak 
terdapat dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Seperti 
contoh iklan berikut ini : 
1. Iklan Produk XL 
Menurut Penulis, Iklan XL tersebut tidak maslahah dikarenakan 
iklan tersebut mengandung unsur penipuan yaitu dengan penggunaan 
kata “gratis” dalam iklannya. Padahal pada kenyataannya masi 
dikenakan biaya tambahan.  
2. Iklan Produk HIT         
Menurut Penulis, Iklan HIT tersebut tidak maslahah dikarenakan 
iklan tersebut hanya menyampaikan keunggulan produknya tanpa 
menjelaskan mengenai efek samping yang akan terjadi setelah 
penggunaan produk tersebut. Padahal dalam produk tersebut terdapat 
bahan bahan yang berbahaya apabila cara pemakaiannya salah. 
3. Iklan Jamu Tetes Bio7 
Hampir sama dengan HIT, iklan ini juga tidak maslahah dikarenakan 
iklan tersebut hanya menyampaikan keunggulan produknya tanpa 
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menjelaskan mengenai efek samping yang akan terjadi setelah 
penggunaan produk tersebut. 
4. Iklan Bengkel Motor 
Menurut Penulis, iklan bengkel ini mengandung maslahah 
dikarenakan iklan tersebut memberikan informasi yang lengkap dan 
jujur mengenai bengkel tersebut. Selain itu juga dicantumkan alamat 
yang jelas sehingga memudahkan pelanggan mencari informasi 
5. Iklan Produk Hilo 
Menurut Penulis, iklan Hilo ini mengandung maslahah 
dikarenakan iklan tersebut tidak terlalu berlebihan dalam beriklan baik 
dalam penggunaan tagline ataupun informasi yang disampaikan. 
6. Iklan Produk Yakult 
Menurut Penulis, iklan Hilo ini mengandung maslahah 
dikarenakan iklan tersebut tidak terlalu berlebihan dalam beriklan baik 
dalam penggunaan tagline ataupun informasi yang disampaikan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dari penjelasan permasalahan yang sudah telah di bahas oleh 
Penulis, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa : 
1. Aturan periklanan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
adalah iklan yang jujur, memberikan informasi yang lengkap dan jelas 
serta memberikan informasi mengenai resiko pemakaian barang atau 
jasa yang diiklankan. Fakta menunjukkan bahwa ada beberapa iklan 
yang belum sesuai dengan aturan periklanan dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen yaitu seperti iklan XL, Hit, Jamu tetes bio7. 
Namun ada yang sesuai, antara lain iklan hilo, yakult dan iklan 
bengkel seperti yang telah dibahas sebelumnya. 
2. Tinjauan maṣlaḥah mursalah terhadap aturan iklan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah mengandung maṣlaḥah karena 
banyak memberikan manfaat bagi konsumen dan meminimalisir resiko 
dari iklan yang tidak sesuai aturan. Iklan yang mengandung maṣlaḥah 
berdasarkan pembahasan sebelumnya adalah iklan bengkel motor, 
iklan hilo dan iklan yakult. Sedangkan iklan xl, iklan hit dan iklan 
jamu tetes bio7 tidak mengandung maṣlaḥah. 
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B. SARAN 
1. sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan yang ada baiknya pelaku 
usaha berusaha untuk mengiklankan produknya sesuai dengan etika 
yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena manfaatnya tidak 
hanya untuk perusahaan sendiri tetapi juga konsumen. 
2. dalam rangka menegakkan peraturan yang ada, pemerintah harus lebih 
meningkatkan pengawasan dan melakukan tindakan represif terhadap 
keluhan masyarakat. 
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